SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK  No. Pengaturan dalam SSKK
SSUK
4. Perbuatan yang 4.3.b Apabila penyedia melakukan perbuatan yang dilarang
dilarang dan dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan
sanksi dan disetor ke Kas Negara.
5. Korespondensi Alamat Para Fihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak

Nama : Nyono Laksito
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta
Selatan

Telepon 1 (021) 5250208

Website : www.pajak.go.id

Faksimili D~

e-mail : pengaduan@pajak.go.id

Penyedia:

Nama : PT Provices Indonesia

Alamat : JI. HR Rasuna Said Bakrie Tower 80t Floor, Jakarta
Selatan, Indonesia 12940.

Telepon : 02129912441

Website : hitps:/ /provices.co.id

Faksimili D

e-mail : mail@provices.co.id

6. Wakil Sah Para 6. Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Pihak
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak :
Nyono Laksito
Untuk Penyedia:
Melky Aliandri

12. Jangka Waktu 12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama:
Pelaksanaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal
Pekerjaan SPMK diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember

2025.

20. Mobilisasi 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 14 (empat belas)
peralatan dan hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
personil (Apabila dalam SPMK.
diperlukan )

22. Pemeriksaan 22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat
dan/atau Penandatangan Kontrak. Biaya pelaksanaan pemeriksaan
Pengujian dan/atau pengujian menjadi beban penyedia.

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan
meliputi:

a. Tenaga Kerja,
b. Perlengkapan/Peralatan Kerja,
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22.5

25. Perpanjangan 23.53
Wakiu

26. Pemberian 26.2
Kesempatan

27. Serah Terima 27.2
Pekerjaan

38. Hak dan 38.2.¢
Kewajiban Pejabat
Penandatangan
Kontrak

46. Asuransi 46.1
Khusus dan |
Pihak Ketiga

47. Tindakan 47
Penyedia yang
mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

54. Kepemilikan 54.1
Dokumen

55.Personel dan/ atau  55.1
peralatan

¢. Chemical/bahan; dan
d. Pelaksanaan pekerjaan.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di:
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Pejabat Penandatangan Konirak tidak memberikan
perpanjangan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan ini.

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan
kesempatan perpanjangan wakiu dalam menyelesaikan
pekerjaan ini,

Serah terima dilakukan pada: Kantor Pusat Direkforat
Jenderal Pajak.

Pejabat Penandatangan Konfrak akan memberikan
fasilitas berupa: Ruangan, Gudang Penyimpanan, dan
akses masuk Gedung Cakit, Gedung Buddhi, Gedung
Bhakti, dan Gedung Mar’ie Muhammad.

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak memberikan
fugas kepada penyedia yang bertujuan dalam hal
perbaikan dan penyempurnaan Gedung di Lingkungan
Kantor Pusat Dircktorat Jenderal Pajak.

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi uniuk
pekerja, barang, atau peralatan yang beresiko tinggi
ferjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan
pekerjaan. Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi
untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjartya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan,

Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahuln

mendapatkan persetujuan fertulis Pejabat Penandatangan

Konfrak antara lain:

a. Penggantian personel;

b. menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Konirak;

¢. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

d. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi
lapangan; dan/atau

e. mengubah jadwal pelaksanaan.

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen
dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini
dengan pembatasan sebagai berikut:

hanya untuk kepertuan melaksanakan pekerjaan ini.

1. Penyedia wajib menyediakan personel cadangan atau
memberikan tugas lembur di luar shiff sesuai
kebutuhan dengan memperfimbangkan kemungkinan
ketidakhadiran personel setiap harinya dan
menyerahkan nama-nama personel cadangan kepada
PPK dan/atau Bagian Umum K¥DJF,
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57. Pembayaran

57.1.a

57.2.a

. Penyedia wajib mengganii personel yang tidak hadir

dengan personel cadangan yang disediakan oleh
penyedia dan/atau personel lain yang ada dan
diperhitungkan sebagai kerja lembur dengan
mempertimbangkan produktifitas dan keschatan
personel yang bersangkutar.

Penyedia wajib memberikan upah/penghasilan secara
proporsional kepada personel pengganti sesuai
gaji/penghasilan  yang diterima oleh personel
berdasarkan Kontrak ini.

. Apabila penyedia tidak mengganti personel yang

berhalangan, penyedia wajib memotong
upah/penghasilan personel yang berhalangan secara
proporsional.

. Ketentuan penggantian personel dikecualikan apabila

ketidakhadiran personel merupakan hak bagi tenaga
kerja yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan
antara lain cufi tahunan dan sakif dengan keterangan
dokter pemerintah atau alat bukii lain yang
mendukung,

Penyedia wajib meminia bukti/keterangan terkait
alasan ketidakhadiran personel kepada yang
bersangkutan dalam waktu maksimal 60 menit scjak
dimulainya jam kerja personel tersebut.
Ketidaksanggupan personel menyerahkan bukti
dalam wakiu sepagaimana dimaksud angka 6
menggugurkan hak personel dalam angka 5 dan
penyedia wajib mengganti dengan personel cadangan
dalam wakiu yang tidak terlaiu lama.

Hal-~hal terkait penggantian personel dalam poin 2 ini,
dilaporkan oleh penyedia kepada PPK dan/atau
Bagian Umum KPDJP dan dilampirkan dalam laporan
bulanan.

Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini fidak dapat
diberikan uang muka.

Pembayaran prestasi peckerjaan dilakukan dengan
ketentuan: Termin sesuai dengan penyelesaian pekerjaan.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

telah diterimanya pekerjaan dalam satu bulan yang
ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara
Perimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh
Penyedia dan PPK;

terkait dengan batas akhir pengajuan tagihan
kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jakarfa II, maka pembayaran scbelum pekerjaan
selesai  dilaksanakanakan  mengacu  kepada
ketentuan yang berlaku di lingkungan Direkiorat
Jenderal Pajak;

Untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan,
penyedia jasa harus menyampaikan surat
permohonan pembayaran laporan bulanan, dan
laporan absensi pegawai, serta syarat-syarat lain
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yang tidak diperselisihkan. Laporan Bulanan paling

lambat diterima oleh Bagian Umum pada tanggal 10

bulan berikutnya;

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penyedia menyampaikan satu berkas tagihan
pada awal bulan berikutnya, beserta dokumen
penunjang yang lengkap. Pembayaran kepada
Penyedia berasal dari sumber dana DIPA Bagian
Anggaran 015 Tahun 2025 melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
sebesar jumlah yang tercantum dalam kuitansi
melalui rekening Bank DKI Syariah Cabang
Manggarai, No. Rekening : 71212000262 atas
nama PI' Provices Indonesia dan NPWP
02.672.153.0-011.000.

2) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:

a) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (bulanan);

b) Laporan Absensi Pegawai;

c) Permohonan Pembayaran;

d) Kuifansi,

e) Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

f) Fotokopi NPWP Perusahaan;

g) Fotokopi Halaman Pertama Rekening Koran;

h) Berita Acara Serah Terima dan/atau
Penyelesaian Pekerjaan;

i) Berita Acara Pembayaran;

j) Bukii slip gaji seluruh pegawai atau
keterangan  pembayaran gaji = yang
dillegalisir oleh Bank;

k) Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan; dan

) Bukti tanda terima perlengkapan kerja,
peralatan kerja, dan bahan habis pakai

Pengecualian untuk prestasi pekerjaan bulan

Desember diatur sebagai berikut:

1) Penyedia wajib mengikuti Peraturan LLAT
Anggaran 2025 dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

2) Penyedia  harus  menandatangdfl  dan
menyerahkan Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP) atas kescluruhan pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam kontrak setelah
jangka  waktu  penyelesaian  pekerjaan
schagaimana yang ditentukan dalam Kontrak ini
beserta lampirannya telah berakhir dengan
melampirkan Laporan Bulanan untuk Bulan
Desember dan apabila diperlukan, PPK berhak
meminta Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan
2025;

3) hal lain terkait klausul ini baik yang
berhubungan dengan persyaratan, jangka
waktu atau  ketentuan lainnya  akan
disampaikan kepada Penyedia sesuai ketentuan
yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal
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